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ABSTRACT

The intersection of democracy and electoral systems refers to the various types of democracies and
electoral systems used in different countries worldwide. This research discusses the limitations on
presidential rights and powers and their impact on the electoral process to strengthen the electoral
system. The study employs qualitative research methods with a normative legal approach. The findings
reveal that limitations on the president's rights in political campaigns as a means of strengthening the
electoral system include the president remaining neutral, not using state budgets, not actively
participating in the political campaigns of specific candidates, and being cautious to ensure that
government policies are not exploited for political gain. The effects of these limitations can reduce the
risk of abuse of power, increase the fairness of competition, enhance accountability, ensure
transparency, and maintain the balance of power.
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ABSTRAK

Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan
yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan
kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu.
Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil
penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system
pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak
boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati
agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang
ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan
keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan
kekuasaan.

Kata Kunci: Demokrasi; Kampanye; Pemilihan Umum; Presiden
A. PENDAHULUAN ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia sebagai negara yang didirikan  Indonesia Tahun 1945 Frangois (UUD NRI, 1945)

berdasarkan asas kesetaraan disebut sebagai yang mendefinisikan Indonesia sebagai negara

Republik. Hal ini selanjutnya ditegaskan Pasal 1  kesatuan yang terbentuk dalam Republik
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Bentuk ketatanegaraan di Indonesia sendiri
tak bisa dipisahkan dari trias politika yang
menerapkan pemisahan kekuasaan terhadap tiga
lembaga yang tak sama, yakni legislatif, eksekutif,
serta yudikatif. Adanya pemisahan otoritas
tersebut, diperlukan penyelenggaraan negara
tetap seimbang, terhindar dari korupsi, dan
terlaksananya mekanisme checks and balances

(Suparman, 2014). Salah satu lembaga yang

dibahas dalam penelitian ini ialah institusi
eksekutif yang bertanggung jawab
menyelenggarakan undang-undang, yaitu

Presiden (Fiarni, Maharani, & Kirsten, 2024).
Dalam konteks sistem demokrasi, presiden
tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin Negara,
tetapi juga sebagai figur yang memiliki potensi
besar untuk memengaruhi jalannya proses
pemilu. Hanya saja, kewenangan presiden dalam
menyelenggarakan  kampanye

politik  bagi

pemilihan umum sering kali menimbulkan
perdebatan mengenai kemungkinan terjadinya
bias yang dapat mempengaruhi integritas dan
kompetisi (Golob, 2024;
Kristiyanto, Arinanto, & Ghafur, 2023; Tang, &
Teng, 2016).

Isu  mengenai

kesetaraan politik

presiden yang boleh
berkampanye bukanlah hal baru, selayaknya
pada Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 yang

menyediakan kewenangan terhadap Presiden

tentang  Pemilihan ~ Umum,
serta dan Wakil Presiden untuk melakukan
kampanye. Hanya saja, kegiatan kampanye

tersebut tetap harus meninjau kelangsungan
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pelaksanaan negara serta daerah, selayaknya
yang dapat ditemukan pada Pasal 300 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Pada masa kampanye, petahana dilarang
menggunakan sarana dan prasarana resminya
kecuali untuk kepentingan keamanan,
sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 281
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.

Pada tahun politik 2024, muncul isu baru
yang ramai diperbincangkan, yakni pernyataan
Presiden RI ke-7, Joko Widodo, terkait hak
presiden untuk berkampanye pada pemilihan
umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak
pihak, terutama karena salah satu calon wakil
presiden pada kontestasi pemilu 2024 memiliki
hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko
Widodo. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran
bahwa presiden dapat bersikap pilih kasih
terhadap salah satu pasangan calon, yang
berpotensi menguntungkan atau merugikan
peserta tertentu pada masa kampanye. Presiden
sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sangat
rentan menyalahgunakan kewenangannya untuk
menguntungkan fraksinya demi mempertahankan
kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan
eksekutif dalam pemerintahan (Abdurrahman, &
Fauzi, 2022). Hal ini dikarenakan banyaknya
penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika
seseorang memiliki kewenangan yang signifikan,
dan transparansi hanya dapat membatasi
penyalahgunaan kewenangan pada skenario

kewenangan yang tinggi (Hoeft, & Mill, 2024).
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Kekuasaan berfungsi sebagai agen penguat yang
memprioritaskan konsekuensi atas perilaku yang
berasal dari kecenderungan, emosi, atau
keyakinan pemiliknya (Wisse, & Sleebos, 2016).

Salah satu teori yang menjadi landasan
adalah teori trias politka yang menguraikan
pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif,
dan yudikatif. Pemisahan ini bertujuan untuk
menciptakan mekanisme checks and balances
yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
memastikan keseimbangan dalam pemerintahan
(Montesquieu, 1748). Selain itu, teori demokrasi
yang menekankan pentingnya partisipasi politik
yang adil dan bebas juga menjadi dasar penting
(Mueller-Hirth, Vertigans, & Gibson, 2023).
Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan, harus
menjamin  bahwa setiap individu memiliki
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi
dalam proses politik tanpa adanya pengaruh atau
bias yang merugikan salah satu pihak (Dahl,
1989).

Demokrasi mengharuskan pemimpin untuk
bertanggung jawab moral

secara kepada

masyarakat atau pemilihnya, bukan hanya
kepada partai
(Thalhah, 2009).

mempertanggungjawabkan keputusan politiknya,

politk yang mendukungnya

Seorang pemimpin harus

termasuk keterlibatan keluarga dalam kontestasi

politk selama masa jabatannya. Seorang

pemimpin harus menilai tindakan mereka

berdasarkan konsekuensi atau aturan yang ada,
sesuai dengan teori etika perilaku dan karakter
(Northouse,  2017). yang

Namun, negara
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mengklaim  sebagai negara modern dan
demokratis harus secara konsisten menghormati
hak asasi manusia, termasuk hak politik dan hak
konstitusi,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip
globalisasi tentang persamaan hak (Saradin et al,
2021; Yusifov, 2018).
terhadap hak asasi masyarakat, suatu sistem
tidak bisa disebut

cenderung ke arah fasisme atau totalitarianisme

Tanpa penghormatan

demokrasi, melainkan
yang menindas (Chaniago, 2017). Disisi lain,

demokrasi  bertujuan  untuk  memperluas
kebebasan manusia dengan cara kompetisi untuk
meraih suara rakyat, di mana keputusan politik
dibuat melalui proses yang adil dan terbuka
(Nurkhalis, 2012).

konteks etika politik, majunya kontestasi seperti

Dengan demikian dalam

Prabowo dan Gibran dianggap kurang etis karena
Jokowi masih menjabat sebagai presiden, secara
hak politik, hal tersebut sah selama tidak ada
pemanfaatan fasilitas negara yang tidak
semestinya.
Terdapat kesenjangan antara prinsip-
prinsip ideal dalam pelaksanaan pemilu yang
yang

penyalahgunaan

bebas dari bias dan praktik aktual

berpotensi  menimbulkan
kekuasaan oleh presiden. Penelitian ini perlu
dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana
kewenangan presiden dalam menyelenggarakan
kampanye politik dapat dikelola secara efektif dan
diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan bias
yang merugikan proses demokrasi. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis

kewenangan presiden dalam kampanye politik
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pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap
integritas dan kesetaraan kompetisi politik.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan
antara prinsip-prinsip ideal dalam pelaksanaan
pemilu yang bebas dari bias dan praktik aktual
yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan
kekuasaan oleh presiden. Penelitian ini perlu
dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana
kewenangan presiden dalam menyelenggarakan
kampanye politik dapat dikelola secara efektif dan
diatur dengan ketat agar tidak menimbulkan bias
yang merugikan proses demokrasi. Tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis
kewenangan presiden dalam kampanye politik
pada pemilihan umum dan implikasinya terhadap
integritas dan kesetaraan kompetisi politik.

Di banyak negara, pejabat publik seperti
presiden, gubernur, dan wali kota boleh terlibat
dalam kampanye politik, namun harus mematuhi
pembatasan tertentu. Pada umumnya, dilarang
fasilitas dan

menggunakan negara

mempengaruhi aparatur sipil atau pegawai
pemerintah untuk mendukung kampanye, serta
harus mengambil cuti dari tugas resmi (Child et
al, 2021; Dentler, Blinzler, & Quinlan, 2024;
Rotering, Bialous, & Apollonio, 2023). Presiden
yang mengambil cuti menunjukkan kepatuhan
terhadap aturan dan regulasi pemilu, yang
merupakan hal penting dalam demokrasi (Castro,
& Retamal, 2024; Clayman, & Heritage, 2023).
Pengaturan terhadap cuti bagi petahana ialah
demi  keadilan,

semata-mata kepastian,

kemanfaatan hukum vyang didasarkan oleh
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pertimbangan filosofis demi menghindarkan
penyalahgunaan kekuasaan dalam mewujudkan
persaingan yang adil bagi setiap calon peserta
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
2019).

kepentingan politis seorang petahana untuk

(Pavlovic, Cuti juga menghindarkan

menyalahgunakan kewenangannya,  serta
mempersempit potensi yang dapat merugikan
kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi
konstituen dalam penyelenggaraan pemilihan
umum (Tovar, 2013). Batasan-batasan terhadap
potensi penggunaan kekuasaan petahana dalam
tendensi politik dan demokrasi sangat berdampak
terhadap proses demokrasi dalam suatu negara.
Pembatasan yang bersifat khusus hanya dalam
proses politik demokrasi tidaklah serta-merta
juga tidaklah

berujung pada pengurangan aspek hak asasi

mengurangi  kehormatan dan
manusia, melainkan berfokus pada pembatasan
hak dalam sebuah kedudukan, kewenangan dan
kekuasaan (Yan, 2017).

Berbagai atas

penelitian  tersebut di

mayoritas memiliki persamaan terkait
pembahasan tentang kekuasaan dalam suatu
negara harus mengedepankan tanggungjawab
moral dan etis kepada masyarakat dalam aspek
penyelenggaraan dan keberlangsungan
demokrasi. Kajian pada tulisan ini akan memiliki
perbedaan karena tulisan ini akan membahas
limitasi hak presiden dan kewenangannya serta
dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka
penguatan sistem pemilu. Dalam hal ini, Presiden

sebagai kepala negara dan pemerintahan perlu
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memahami limitasi hak beserta kewenangannya,
juga dampak yang akan ditimbulkan dalam
proses pemilu sebagai penguatan dalam system
pemilu. Hal ini perlu dilakukan agar sistem pemilu
dapat diperkuat dan memastikan bahwa proses
pemilihan berlangsung secara demokratis dan
adil.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono, Proses pengumpulan
data untuk tujuan dan penerapan dikenal sebagai
metode penelitian. Oleh karena itu, ada empat
kata kunci yang perlu diperhatikan: metode ilmiah,
data, tujuan, dan penerapan. Menurut definisi di
atas, metode penelitian pada dasarnya adalah
setiap teknik atau proses yang digunakan dalam

penelitian ilmiah untuk mengumpulkan data

yang
memecahkan masalah yang ada (Sugiyono,

tentang  topik dimaksudkan  dan
2016). Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan
kualitatif.

menyebutkan bahwa metode kualitatif merupakan

metode penelitian Creswell

kumpulan metode untuk menganalisis dan

memahami lebih dalam mengenai makna
beberapa individu maupun kelompok dianggap
sebagai masalah kemanusiaan atau masalah
2019).

penelitian  hukum  normatif

sosial (Hapsari, & Heryani, Dalam

penyusunan ini,
menjadi metode penelitian yang akan diterapkan,
melalui  penggunaan

pendekatan  deskriptif.

Adapun penelitian hukum normative diterapkan
yang
berkaitan pada teori, konsep, asas hukum, juga

dengan menganalisis data sekunder
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peraturan  perundang-undangan  berkorelasi
(Bachtiar, 2018). Teori ini juga sejalan dengan apa
yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki
(Sitompul, 2016). Berdasarkan penjelasan yang
ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan penelitian hukum normatif
adalah salah satu jenis metodologi penelitian
hukum yang mendasarkan analisisnya pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
relevan dengan permasalahan hukum yang
menjadi fokus penelitian (Benuf, Mahmudah, &
Priyono, 2019). Sumber data sekunder yang telah
dikemukakan oleh Sujarweni (Jalil, Rusdi, &
Malini, 2022), ia menyebutkan bahwa sumber
data sekunder meliputi catatan, buku dan jurnal,
laporan pemerintah (termasuk laporan keuangan
Perusahaan), artikel, buku teks teori, jurnal, dan
berbagai sumber lainnya. Sumber hukum utama
yang digunakan pada kajian ini adalah asas serta
peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. Sumber hukum sekunder merupakan
sumber yang menyediakan uraian secara rinci
seperti buku, artikel, jurnal, berita, publikasi
hukum, serta dokumen terkait. Sumber hukum
tersier digunakan berdasarkan situs web hukum
topik.  Teknik

pengumpulan data merupakan langkah paling

yang kredibel terkait dengan
strategis dalam penelitian (Sugiyono, 2016).
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan
dengan dengan menerapkan teknik kepustakaan
atau library research, analisis tematik, serta
Teknik data

triangulasi. pengumpulan
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kepustakaan atau library research merupakan
proses pengumpulan beberapa data dan informasi
dengan bantuan macam-macam material yang
terdapat di ruang perpustakaan, serta
mengumpulkan literatur kepustakaan, buku, dan
karya tulisan ilmiah yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti dalam hal ini ialah
kewenangan presiden dalam penyelenggaraan
kampanye politik pemilu yang dapat menimbulkan

bias presiden.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Limitasi Hak Presiden dan Kewenangannya
dalam Proses Kampanye Politik Pemilihan
Umum
Demokrasi merupakan sistem politik yang
muncul sejak lima abad sebelum masehi, ketika
masyarakat Yunani yang membentuk negara-kota
berupaya menjawab bagaimana seharusnya
sistem politik tersebut diselenggarakan untuk
memenuhi dan
kolektif Masyarakat (Ko et al., 2024). Menurut

Schumpeter,

kepentingan kesejahteraan

demokrasi  secara  ringkas
didefinisikan sebagai mekanisme pemilihan dan
pemberdayaan  pemerintah,  bukan jenis
masyarakat atau serangkaian tujuan moral,
mekanisme yang melibatkan persaingan di antara
satu atau lebih kelompok politisi terpilih, yang
diorganisasikan ke dalam partai politik, untuk
mendapatkan suara yang akan memungkinkan
mereka memerintah hingga pemilihan berikutnya
(Rowa, 2015). Secara substantif, demokrasi

memperkuat tata kelola hanya pada separuh atas
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distribusi bersyarat (Tarverdi, Saha, & Campbell,
2019). Selain itu, Demokrasi secara substantif
merujuk pada konsep demokrasi yang tidak
hanya didasarkan pada prosedur atau
mekanisme pemilihan semata, tetapi juga pada
dalam sistem

kualitas hasil yang dicapai

demokrasi tersebut. Ini berarti demokrasi
substantif fokus pada pemenuhan hak-hak dasar,
kesejahteraan, keadilan sosial, dan partisipasi
warga dalam proses politik secara menyeluruh.
Beberapa elemen penting dari demokrasi
substantif ialah keadilan sosial yang mencakup
distribusi sumber daya yang adil dan merata,
ekonomi, serta

pengurangan  kesenjangan

perlindungan  terhadap  kelompok-kelompok
rentan. Selain itu ada Hak Asasi Manusia yang
mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan
budaya. Setiap warga negara memiliki hak untuk
berpartisipasi

dalam kehidupan politikk dan

pemerintahan tanpa diskriminasi. Ada juga
partisipasi aktif warga negara yang bukan hanya
sebagai pemilih dalam pemilu, tetapi juga melalui
publik,

masyarakat sipil, dan mekanisme lainnya yang

partisipasi dalam  diskusi organisasi
memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan
publik. Begitu juga dengan transparansi dan
akuntabilitas, di mana kebijakan publik dan
keputusan pemerintah harus dibuat secara
terbuka, dan pejabat publik harus bertanggung
jawab kepada warga negara. Sistem hukum yang
adil dan tidak memihak adalah pilar penting
Hukum harus

dalam demokrasi substantif.

diterapkan secara konsisten dan adil, serta
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melindungi hak-hak semua warga negara tanpa
diskriminasi.

Secara dogmatis, demokrasi diindikasikan
sebagai hal yang dengan proporsional dan
konseptual dimaksudkan untuk dilaksanakan atau
dijalankan oleh suatu negara, sebagaimana
dicontohkan oleh frasa "pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat." Istilah ini lazim
dimaknai dalam konstitusi tiap negara, seperti
pada UUD Negara RI 1945 yang

menerangkan ‘kedaulatan berada di tangan

tahun
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.” Hal ini sejalan pada Pasal 1 ayat
(2) UUD Negara RI tahun 1945 (Rowa, 2015).

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat
diartikan bahwa rakyat atau warga negara berhak
untuk melakukan pemilihan serta menerima
pemilihan dan bebas serta bebas melaksanakan
hak tersebut berdasarkan pada hati nurani
paksaan yang bersumber dari pihak luar. Hal ini
termasuk sebagai salah satu indikator negara
yang menganut prinsip demokrasi (Hadiwijoyo,
2012). Oleh karena itu, pemilu yang dilakukan
dengan berkala merupakan ciri khas sistem
pemerintahan yang demokratis.

Adapun ciri-ciri demokrasi dogmatis ialah
berfokus pada prosedur dan mekanisme formal,
seperti pemilihan umum, pengambilan suara, dan
pengesahan undang-undang, tanpa
memperhatikan apakah prosedur tersebut benar-
benar mencerminkan kehendak rakyat atau
yang adil
bermanfaat (Miller, Woods, & Kalmbach, 2022).

menghasilkan  kebijakan dan
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Pemilihan umum  berfungsi  sebagai
instrumen  pelaksanaan independensi  publik
sambil menciptakan lembaga-lembaga

pemerintahan yang dapat menyubstitusi suara
serta keperluan publik. Wujud "pemerintahan dari
rakyat, oleh dan untuk

rakyat, rakyat"

mengandung paham bahwa pemerintahan
terdapat dalam tangan masyarakat serta bergerak
atas nama rakyat, maknanya independensi paling
tinggi berada di tangan masyarakat (Labolo, &
llham, 2017). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat
(2) UUD Negara RI tahun 1945 yang telah
disebutkan  sebelumnya.  Penyelenggaraan
pemilihan umum di Indonesia ditetapkan dengan
konstitusional UUD NRI Tahun 1945, di mana hal
itu memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara RI tahun 1945
menyatakan: "Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar."; Pasal 2 ayat (1) UUD Negara RI tahun
1945 berbunyi: "Majelis Permusyawaratan Rakyat
terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih
lanjut dengan undang-undang."; Pasal 6A ayat (1)
UUD Negara RI

"Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu

tahun 1945 menyatakan:
pasangan secara langsung oleh rakyat."; Pasal
18 ayat (4) UUD Negara RI tahun 1945 berbunyi:
"Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing
sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota, dipilih secara demokratis.";

Pasal 22E terdiri dari enam klausul terkait pemilu,
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yaitu Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), serta
(6).

Artikulasi setiap pasal pada UUD NRI
Tahun 1945 terlihat mencakup elemen-elemen
konsep milik Eropa Kontinental dan gagasan
berdasarkan pada bentuk Anglo-Saxon. Meskipun
seperti itu, Indonesia tidak sekadar membayangi
suatu cara, tetapi tetap berpijak terhadap
Pancasila selayaknya yang terdapat di UUD
Negara Rl tahun 1945 (Majelis Permusyawaratan
Rakyat RI, 2018). Setelah dilakukan amandemen
UUD Negara RI tahun 1945, unsur-unsur pokok
negara hukum Indonesia meliputi daulat hukum
maupun keabsahan, pemisahan kewenangan,
desentralisasi kewenangan, perlindungan hak
asasi manusia, dan keadilan yang merdeka.

Contoh elemen pokok negara hukum
Indonesia yang disebutkan adalah pemisahan
kekuasaan, yang biasa dikenal dengan ‘frias
politica." Dalam konteks hukum positif, artinya
lembaga yang bertugas membuat undang-undang
di jabatan pemerintahan Indonesia
diselenggarakan oleh Lembaga Legislatif (Dewan
Perwakilan Rakyat) dan Lembaga Eksekutif
(Presiden) (Burlian, 2015). Konsep ini bertujuan
untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan
memastikan bahwa tidak ada satu pihak atau
individu yang memiliki kekuasaan absolut.
Adapun konsep kekuasaan eksekutif berdasarkan
trias politica ialah cabang eksekutif bertanggung
jawab untuk melaksanakan dan mengelola
kebijakan publik serta menjalankan hukum yang

telah disahkan oleh legislative yang biasanya
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dipimpin oleh presiden atau perdana menteri,
serta mencakup menteri dan pejabat lainnya yang
memimpin departemen dan lembaga pemerintah.
Terdapat fungsi utama dari lembaga eksekutif
yaitu melaksanakan undang-undang yang
disahkan oleh legislatif, mengelola administrasi
pemerintahan sehari-hari, memimpin angkatan
bersenjata dan menjaga keamanan nasional,
serta melakukan hubungan diplomatik dan
kebijakan luar negeri.

Tidak

problematika pada

jarang dijumpai pelbagai
setiap  penyelenggaraan
Pemilu, namun problematika utama dari seluruh
permasalahan dalam pemilu adalah berkaitan
dengan keadilan (Dollbaum, 2017). Keadilan
pemilu menjadi suatu harapan yang ingin
diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemilu
atau yang dewasa ini dikenal dengan electoral
justice system. Electoral justice merupakan
instrumen penting untuk menegakkan hukum dan
menjamin  sepenuhnya  penerapan  prinsip
demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Electoral justice system diwujudkan untuk
mencegah dan mengidentifikasi permasalahan
pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan
mekanisme untuk membenahi
tersebut (Tanzil, 2021).

Terkait hal tersebut, IDEA mencatat bahwa

permasalahan

electoral justice adalah “for ensuring that each
action, procedure and decision related to the
electoral process is in line with the law (the

constitution, statute law, international instruments
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and treaties, and all other provisions); b). for
protecting or restoring the enjoyment of electoral
rights, giving people who believe their electoral
rights have been violated the ability to make a
complaint,
adjudication” (Fahmi, 2016).

Dalam kerangka

get a hearing and receive an
itu, keadilan pemilu

mencakup sarana dan mekanisme serta
mengandung tiga elemen, vyaitu pencegahan
terhadap sengketa pemilu (prevention of electoral
disputes), penyelesaian terhadap sengketa
pemilu (resolution of electoral disputes), dan
alternatif penyelesaian sengketa pemilu di luar
mekanisme yang ada (alternative of electoral
disputes). Dengan demikian, ukuran adil atau
yang

dirumuskan IDEA bergantung pada ada atau

tidaknya pemilu  menurut  standar

tidaknya ketersediaan instrumen hukum pemilu

beserta mekanisme penyelesaian masalah

hukum pemilu yang terjadi. Sekalipun definisi
IDEA

paradigma adanya jaminan

keadilan pemilu yang dikemukakan

berangkat dari
terhadap hak pilih warga negara, namun batasan
yang dikemukakan jelas sangat prosedural-
formalistik. Keadilan pemilu yang demikian hanya
menjadi makna lain dari kebenaran pemilu.
Maknanya, pelaksanaan pemilu sudah berjalan
benar sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya.

Selain itu, Indonesia menerapkan bentuk
pemerintahan presidensial, hal ini menjadikan

Presiden menjabat selaku pemimpin negara
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sekaligus pemimpin pemerintahan. Ini dapat
dilihat pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun
1945 yang menyatakan: “Presiden Republik
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
Selaku

pemimpin negara, Presiden merupakan lambang

menurut  Undang-Undang  Dasar’.
sah Indonesia bagi dunia. Selaku pemimpin
pemerintahan, Presiden disokong oleh Wakil
Presiden serta para menteri yang ada pada
kabinet, yang memangku kekuasaan eksekutif
guna menjalankan tanggung jawab pemerintahan
(Cameron, & McAllister, 2024).

Terkait pelaksanaan kampanye pemilu,
baik presiden maupun wakil presiden berhak
menyelenggarakan
diatur di Pasal 299 UU No. 7 tahun 2017 terkait
PEMILU. Dalam menyelenggarakan persuasi

kampanye, sebagaimana

tersebut, presiden serta wakil presiden juga wajib
menjaga kelangsungan tugas penyelenggaraan
negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal
300. Hal ini berarti bahwa Presiden wajib
mengelola urusan dalam negeri serta luar negeri
dengan bertanggung jawab, tidak boleh lalai
dalam melaksanakan tugasnya, yang bisa
menghadirkan adanya efek yang memberikan
kemudaratan bagi masyarakat. Oleh karena itu,
jika berlandaskan dalam Pasal 299 UU No. 7
tahun 2017 terkait PEMILU, presiden berhak
menyelenggarakan kampanye. Hanya saja,
dalam pelaksanaannya terdapat pengecualian,
yakni presiden tetap wajib menjaga kelangsungan
tugas penyelenggaraan negara dan dilarang

menggunakan sarana dan prasarana negara
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dalam masa persuasi, layaknya yang telah
disebutkan di Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017
terkait PEMILU, yang menyebutkan bahwa alat

pergerakan, mencakup transportasi  milik

kedinasan seperti milk negara maupun

kepegawaian pemerintah, serta

yang
perumahan

transportasi

angkutan kedinasan lain;  bangunan

perkantoran, milik  kedinasan,
perumahan dinas punya pemerintahan, rumah
dinas kepunyaan pemerintah provinsi, rumah
dinas milik pemerintah kabupaten ataupun kota,
tak yang

penyelenggaraannya asas

termasuk  wilayah  terpencil
wajib  menganut
kewajaran; fasilitas perkantoran, stasiun radio
dan komunikasi

milik  daerah, perangkat

pemerintahan  provinsi/kabupaten/kota,  juga
perangkat lain; dan sarana lain yang didanai dari
APBN dan APBD.

Undang-Undang tersebut belum mengatur
secara rinci bagaimana seharusnya presiden atau
wakil presiden bersikap ketika diketahui ada
anggota keluarganya yang ikut serta dalam
pemilihan umum atau pemilihan legislatif.
Pasalnya, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7
2017

menerangkan presiden serta wakil presiden

Tahun tentang  Pemilihan ~ Umum

memiliki hak melakukan persuasi. Hal ini dapat

menimbulkan multitafsir  jika memang ada

anggota keluarga yang memiliki hubungan

kekerabatan dengan atau  wakil

Hal

kepercayaan publik kepada presiden atau wakil

presiden

presiden. ini berpotensi  merusak

presiden, karena dianggap lebih mengutamakan
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calon karena memiliki hubungan kekerabatan,
ketimbang menjaga netralitas dan imparsialitas
sebagaimana yang diharapkan dalam kontestasi
demokrasi.

Limitasi hak presiden dan kewenangannya
dalam proses pemilihan umum adalah isu yang
penting untuk dibahas, mengingat posisi presiden
yang sangat berpengaruh dalam pemerintahan
dan politik suatu negara. Pembatasan hak dan

kewenangan presiden adalah aspek penting

dalam  memperkuat sistem pemilu  dan
memastikan demokrasi yang sehat.
Penggunaan otoritas presiden dalam

konteks kampanye pemilu harus diatur dan
diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan
dan integritas proses pemilu. Dalam konteks
pemilihan umum, ada beberapa batasan dan
kewenangan yang diatur untuk presiden dan
pejabat publik lainnya selama proses kampanye
politik yakni Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan memiliki otoritas untuk
menjalankan  fungsi  eksekutif,  termasuk
penetapan kebijakan dan pelaksanaan undang-
undang; dalam banyak sistem demokrasi,
presiden diharapkan untuk menjaga netralitas dan
tidak menggunakan jabatan dan fasilitas negara
untuk kepentingan kampanye pribadi atau partai
politiknya; Presiden harus memastikan bahwa
sumber daya negara,

seperti anggaran

pemerintah, kendaraan dinas, dan pegawai

negeri, tidak digunakan untuk kepentingan

kampanye politik; badan pengawas pemilu dan

lembaga audit negara harus memantau
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penggunaan sumber daya negara untuk

mencegah  penyalahgunaan selama masa
kampanye; Presiden memiliki pengaruh besar
melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan
populis menjelang pemilu bisa memengaruhi
pilihan public; Presiden harus membedakan
antara aktivitas kampanye resmi dan tugas-tugas
publik yang dilakukan sebagai bagian dari

jabatannya.  Misalnya, peresmian  proyek
pemerintah tidak boleh dimanfaatkan sebagai
ajang kampanye; legislasi yang mengatur pemilu
biasanya mencakup aturan tentang penggunaan
sumber daya negara, aktivitas kampanye, dan
peran pejabat publik selama masa kampanye;
aturan yang ketat tentang konflik kepentingan dan
korupsi  membantu  memastikan  bahwa
kekuasaan presiden tidak disalahgunakan selama
kampanye pemilu; Komisi Pemilihan Umum
(KPU) bertanggung jawab untuk mengatur dan
mengawasi  pelaksanaan  pemilu, termasuk
memastikan bahwa kampanye dilakukan secara
adil;

mengawasi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

kepatuhan  terhadap  aturan
kampanye dan mengambil tindakan terhadap
pelanggaran; pengadilan memiliki peran penting
dalam meninjau dan memutuskan kasus-kasus
yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye
oleh pejabat public; Presiden dan kandidat lain
harus transparan dalam melaporkan sumber
pendanaan kampanye dan pengeluarannya;
informasi tentang penggunaan sumber daya
dan  aktivitas harus

negara kampanye

diungkapkan kepada publik untuk memastikan
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akuntabilitas; ~ Presiden  diharapkan  untuk
memegang standar etika yang tinggi, menghindari
konflik kepentingan, dan memastikan integritas
dalam proses pemilu; serta sebagai pemimpin
negara, presiden harus memberikan contoh
kepemimpinan yang baik dengan menghormati
aturan dan norma-norma demokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka limitasi
hak presiden dan kewenangannya dalam proses
kampanye politik pemilihan umum berkaitan erat
dengan konsep keadilan electoral, dimana
pembatasan terhadap hak dan kewenangan
presiden  selama  kampanye  membantu
memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan
kekuasaan untuk keuntungan politik. Ini penting
agar semua calon memiliki kesempatan yang
setara; dengan membatasi kewenangan presiden
dalam hal-hal seperti penggunaan dana negara
atau sumber daya pemerintah selama kampanye,
kekuasaan  untuk

risiko  penyalahgunaan

mendukung kampanye pribadi dapat
diminimalisir; limitasi semacam itu mendukung
transparansi proses pemilihan dan membantu
menjaga agar tidak ada pihak yang mendapatkan
keuntungan yang tidak adil dari posisinya sebagai
presiden. Ini meningkatkan kepercayaan publik
terhadap integritas pemilihan; dengan adanya
batasan, proses pemilihan dapat berlangsung
dengan persaingan yang lebih sehat, tanpa
dominasi dari incumbent yang mungkin memiliki
sumber daya dan pengaruh yang lebih besar;
serta pembatasan pada kewenangan presiden

biasanya mencakup larangan menggunakan
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fasilitas  pemerintan  untuk  kepentingan
kampanye, yang membantu memastikan bahwa
semua calon dapat bersaing secara adil. Secara
keseluruhan, limitasi ini berfungsi untuk menjaga
keadilan dalam pemilihan umum dan memastikan
bahwa proses demokrasi berlangsung dengan
cara yang adil dan setara.

Politik Limitasi

2. Implikasi Kewenangan

Presiden terhadap Proses Kampanye
dalam Rangka Penguatan Sistem Pemilihan
Umum

Negara Indonesia secara konstitusional
telah ditetapkan sebagai negara kesatuan yang
berbentuk republik. Selaku akibat dari wujud

Republik, layaknya telah

ditetapkan di Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun

1945 independensi berada pada tangan rakyat

diselenggarakan uuD

selayaknya di Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun

1945. Adapun beberapa aspek penting dari

negara kesatuan

serta berdasarkan

konsep negara kesatuan ialah sebagai konsep
negara kesatuan, sentralisasi kekuasaan di mana
dalam negara kesatuan, kekuasaan dan
diletakkan  di

pemerintah pusat. Semua kebijakan strategis dan

kedaulatan  negara tangan
keputusan penting dibuat oleh pemerintah pusat;
tidak dibagi-bagi

terpusat, memastikan kesatuan dan integritas

kedaulatan negara tetapi
wilayah serta keseragaman dalam penerapan
hukum.
Dalam struktur pemerintahan,
pemerintahan pusat terdiri dari presiden sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan, serta
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lembaga-lembaga negara lainnya seperti Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan
(DPD), Mahkamah

pemerintah daerah di Indonesia terdiri dari

Daerah dan Agung;

pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota yang memiliki otonomi terbatas
untuk mengatur urusan-urusan lokal berdasarkan
peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Presiden memiliki peran ganda sebagai
kepala negara dan kepala pemerintahan, yang
mencerminkan sentralisasi kekuasaan dalam
sistem negara kesatuan; Presiden berwenang
mengeluarkan keputusan dan kebijakan yang
mengikat seluruh wilayah Indonesia; Presiden
memiliki peran penting dalam mengoordinasikan
kebijakan  antara dan

pemerintah  pusat

pemerintah  daerah untuk mencapai tujuan
nasional.
Proses

pemilihan presiden

diselenggarakan  melalui
Menurut Jimly Asshiddigie (2014), pemilihan

umum merupakan proses penentuan yang

pemilihan  umum.

ditetapkan oleh rakyat sendiri, di mana wakil-wakil

rakyat ~ memutuskan  corak  dan  cara
penyelenggaraan pemerintahan. Para  wakil
tersebut bertindak atas nama rakyat dan

bertujuan guna meraih target jangka panjang atau
dimana ini  benar-benar
kehendak

Umum (Pemilu) adalah mekanisme demokrasi

jangka  pendek

mencerminkan rakyat. Pemilihan
yang memungkinkan warga negara untuk memilih
wakil-wakil mereka dalam pemerintahan dan

menentukan arah kebijakan publik. Pemilu
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merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi,
memungkinkan partisipasi langsung rakyat dalam
proses politik (de Boer, Eichler, & Roevekamp,
2022; Gowhary et al., 2015).

Sistem Pemilu dalam Republik terdiri atas
pemilihan kepala negara dilakukan secara
langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan
dalam parlemen; pemilihan anggota parlemen
dilakukan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang
akan bertugas menyusun undang-undang dan
mengawasi pemerintah; serta pemilihan kepala
daerah dan anggota dewan daerah juga
dilakukan untuk memastikan partisipasi rakyat
dalam pemerintahan lokal (Mukhlis et al, 2024).

Pelaksanaan elektoral bertujuan guna
menentukan perwakilan rakyat serta daerah guna
membangun ketatanegaraan yang berlandaskan

kekuatan,
publik,
ketatanegaraan yang berpihak kepada publik dan
publik, hingga
(Sirajuddin,
Ramadhan, & Rafigi, 2021). Pemilihan umum

pada demokrasi, serta mendapat

sokongan dari guna menghadirkan
mengedepankan  keperluan

tercapailah  aspirasi  bangsa
juga ialah sarana penting terhadap masyarakat
untuk menggunakan kewajiban dasarnya. Jimly
Asshiddigie

diselenggarakannya pemilu antara lain guna

menerangkan maksud
memberikan kemungkinan timbulnya pergantian
kepemimpinan dalam pemerintah dengan patut
serta; guna memfasilitasi penggantian pemimpin
yang
masyarakat dalam institusi perwakilan; guna

nantinya  menyubstirusi  keperluan

menegakkan ketetapan independensi public;
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serta guna menegakkan ketetapan hak asasi
manusia bagi publik (Asshiddigie, 2014).

Dalam suatu bentuk dan proses pemilihan
umum, selain memiliki tujuan, tentu juga memiliki
fungsi. Menurut Dieter Nohlen, fungsi pemilu
bergantung pada sistem pemilu yang dipengaruhi
oleh sistem politik negara tersebut (Wijayanti, &
Prasetyoningsih, 2019). Selain itu, Mahfud MD
(2020) memberikan wawasan tentang fungsi
pemilu yang nantinya menyubstitusi serta
mengusulkan suara rakyat ke dalam institusi
perwakilan. Pihak yang terpilih dinilai selaku
individu maupun kelompok yang mempunyai
kapasitas maupun tanggung jawab guna bergerak
dengan membawa nama kelompok yang dominan
melalui partai politik. Sama halnya dengan partai
politk yang berfungsi untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dan efektif (Juanda, &
Juanda, 2023). Di Indonesia sendiri, pemilu
berfungsi untuk memperkuat sistem
pemerintahan presidensial (Rannie, Saraswati, &
2024). Lebih dari itu,

merupakan perwujudan penerapan nilai-nilai

Wisnaeni, pemilu
demokrasi yang dijamin oleh konstitusi (Ahsan et
al, 2023). Proses penyelenggaraan pemilihan
umum juga meliputi beberapa agenda terjadwal
yang ditentukan oleh penyelenggara pemilihan
umum. Adapun susunan proses pemilu
berdasarkan Pasal 167 ayat 4 Undang-undang
(UU) 7 Tahun 2017, dan Peraturan KPU Nomor 3
Tahun 2022 ialah memastikan semua warga
yang
berpartisipasi dalam pemilu; partai politik dan

negara memenuhi  syarat  dapat
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individu yang ingin mencalonkan diri harus
mendaftar dan memenuhi persyaratan tertentu;
periode di mana kandidat dan partai politik
memaparkan visi, misi, dan program mereka
kepada pemilih; pemilih  memberikan suara
mereka pada hari pemilu di tempat-tempat
pemungutan suara; suara yang diberikan oleh
pemilih dihitung untuk menentukan pemenang;
serta hasil pemilu diumumkan oleh lembaga
penyelenggara pemilu.

Salah

kampanye. Kampanye adalah bagian penting dari

satu adalah agendanya ialah
proses pemilu yang memungkinkan kandidat dan
partai politik untuk berkomunikasi dengan pemilih,
menyampaikan visi dan program mereka, serta
memperoleh dukungan (lgersheim et al, 2022).
Pelaksanaan kampanye yang efektif, jujur, dan
etis sangat penting untuk memastikan pemilu
yang demokratis dan kredibel. Dengan regulasi
yang
partisipasi aktif dari semua pihak, kampanye

tepat, pengawasan yang ketat, dan
dapat berfungsi sebagai mekanisme yang efektif

untuk mendukung proses demokrasi dan
memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem
politik. Menurut Peraturan KPU Nomor 4 tahun
2017 Pasal 1 (15) tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
menyatakan: ‘“Kampanye pemilihan umum yang
Selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan
penyampaian visi, misi, program pasangan calon,
dan/atau informasi lain yang ditujukan untuk

memperkenalkan atau meyakinkan pemilih.”
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Sementara itu, Imawan mengartikan persuasi
sebagai usaha persuasif guna menghimbau pihak
lain yang belum sependapat maupun percaya
dengan gagasan yang kami sampaikan, supaya
rela ikut serta dan memberikan dukungan
(Cangara, 2011). Berdasarkan dua definisi terkait
kampanye di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa kampanye merupakan serangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh kandidat, partai
politik, atau kelompok untuk mempromosikan diri,
visi, misi, dan program mereka kepada pemilih
menjelang pemilihan umum.

Di banyak negara, pejabat publik termasuk
presiden, dan wali

gubernur, kota dapat

berpartisipasi dalam kampanye, tetapi ada
pembatasan tertentu untuk memastikan mereka
tidak menggunakan jabatan atau fasilitas negara
untuk keuntungan pribadi dalam kampanye.
Pejabat publik, termasuk presiden, biasanya
diwajibkan mengambil cuti saat terlibat dalam
kampanye untuk memastikan pemisahan antara
tugas pemerintahan dan kegiatan politik; mereka
dilarang menggunakan fasilitas negara (misalnya,
kendaraan dinas, kantor, sumber daya manusia)
untuk kegiatan kampanye agar tidak ada
penyalahgunaan sumber daya public; dan pejabat
publik tidak boleh memanfaatkan posisinya untuk
mempengaruhi  aparatur  sipil negara atau
pegawai pemerintah untuk mendukung kampanye
mereka (Child et al., 2021; Dentler, Blinzler, &
Quinlan, 2024; Rotering, Bialous, & Apollonio,

2023).



Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 260-280

Partisipasi dalam kampanye diatur oleh

yang
ditetapkan oleh komisi pemilihan umum atau

undang-undang pemilu dan regulasi
badan pengawas pemilu. Aturan ini bertujuan
untuk menjaga keadilan dan transparansi; dan
lembaga pengawas pemilu bertugas untuk
memastikan bahwa semua peserta kampanye
mematuhi aturan dan tidak terjadi pelanggaran,
seperti  penyalahgunaan  kekuasaan atau
penggunaan fasilitas negara.Semua peserta
kampanye, termasuk pejabat publik, diharapkan
menjalankan kampanye dengan etika yang baik,
menjunjung tinggi integritas, dan menghormati
hukum; dan pejabat publik, terutama presiden,
harus memberikan contoh kepemimpinan yang
baik dengan mengikuti aturan dan menjaga
netralitas.

Keikutsertaan ini diatur pada Pasal 299
ayat (1) UU Pemilu yang menerangkan jika
presiden serta wakil presiden berhak melakukan
persuasi. Selain itu, pada Pasal 281 ayat (1) UU
Pemilu yakni:

‘Kampanye pemilu yang melibatkan presiden,
wakil presiden, menteri, gubernur, wakil
gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan
wakil walikota wajib mematuhi ketentuan
sebagai berikut:
1) Tidak menggunakan fasilitas dalam
rangka tugas kedinasan, kecuali
yang

penyelenggara negara Sebagaimana

fasilitas diberikan  kepada
diatur dalam peraturan perundang-

undangan; dan

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
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2) Mengambil cuti

negara.”

tanpa membebani

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya
bahwa presiden harus memahami limitasi hak
kewenangannya pada proses kampanye politik
pemilihan umum. Adapun limitasi kewenangan
presiden selama proses kampanye politik
memiliki beberapa dampak penting, baik positif
maupun negatif.

Dampak positif limitasi kewenangan
presiden membantu menciptakan kondisi yang
lebih adil dalam pemilihan umum, memastikan
bahwa calon dari luar pemerintahan memiliki
yang

pembatasan mengurangi risiko penyalahgunaan

kesempatan setara untuk bersaing;
kekuasaan, seperti penggunaan dana publik atau
sumber daya pemerintah untuk keuntungan politik
pribadi; dengan adanya pembatasan, masyarakat
mungkin merasa lebih yakin bahwa proses
tidak

limitasi

pemilihan dilakukan secara adil dan

dimanipulasi  oleh pihak berkuasa;
kewenangan dapat menghindari dominasi dari
calon incumbent dan memastikan persaingan
yang lebih sehat di antara para kandidat; serta
dan

mengurangi risiko  konflik  kepentingan

meningkatkan  transparansi, karena semua
kandidat harus beroperasi dalam batasan yang
sama.

Sementara dampak negative yang dapat
ditimbulkan oleh adanya kewenangan presiden
yang terbatas dapat membatasi akses kepada
sumber daya yang bisa digunakan untuk
mendukung  kampanye,

seperti  dukungan
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administratif atau logistic; dalam beberapa kasus,
pembatasan yang ketat dapat menyebabkan
ketidakstabilan atau ketegangan politik, terutama
jika incumbent merasa tertekan atau tidak puas
dengan aturan yang ada; pengawasan dan
penegakan limitasi dapat menjadi tantangan, dan
dalam  beberapa  kasus, bisa terjadi
ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik di
lapangan; serta pembatasan pada kewenangan
presiden dapat mengganggu proses
pemerintahan sehari-hari, terutama jika presiden
harus mengurangi fokus pada tugas-tugas resmi
untuk mematuhi aturan kampanye.

limitasi

Secara  keseluruhan, dampak

kewenangan  presiden  dapat  bervariasi
tergantung pada cara aturan diterapkan dan
konteks politik serta administratif yang ada.
Adapun hubungan antara dampak limitasi
kewenangan Presiden dan penguatan sistem
pemilu ialah risiko penyalahgunaan kekuasaan
dalam mendukung atau merugikan kandidat
tertentu selama pemilu dapat dikurangi;
pembatasan tersebut memastikan bahwa calon
dari berbagai partai atau independen memiliki
kesempatan yang lebih setara untuk bersaing;
dengan mengurangi kewenangan presiden
selama periode pemilu, sistem pemilu menjadi
lebih akuntabel karena keputusan dan kebijakan
tidak

kepentingan

dipengaruhi  secara langsung oleh

pemilihan  pribadi  presiden;

pembatasan kewenangan presiden membantu

menjaga transparansi dalam proses pemilu

dengan  menghindari  konflik  kepentingan;
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kekuasaan tidak terpusat pada satu individu,
melainkan didistribusikan lebih merata di antara
lembaga-lembaga negara dan  lembaga
pengawas pemilu, yang memperkuat sistem
pemilu secara keseluruhan; serta partisipasi
masyarakat dalam proses pemilu cenderung

meningkat.

D. SIMPULAN
Limitasi hak

kewenangannya dalam proses kampanye politik

presiden beserta
pemilihan umum mengacu pada netralitas,
larangan penggunaan anggaran negara, tidak
boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik
kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-
hati tidak
dimanfaatkan politik.

agar  kebijakan  pemerintah

untuk  keuntungan

Hubungan antara limitasi hak presiden beserta
kewenangannya dalam proses kampanye politik
pemilihan umum dan keadilan elektoral ialah

keseimbangan kekuatan, pencegahan

penyalahgunaan, transparansi dan keadilan, serta
regulasi kampanye.

Implikasi  politik limitasi  kewenangan

presiden terhadap proses kampanye dalam
rangka penguatan sistem pemilihan umum
menghadirkan timbulnya dampak positif dan
negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara

lain adanya keadilan dalam  kompetisi,

peningkatan kepercayaan public, penguatan

demokrasi, dan fasilitas persaingan sehat.

Dampak negative vyang ditimbulkan ialah

keterbatasan akses informasi, keterbatasan



Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 260-280

penggunaan fasilitas, kemungkinan
penyimpangan, serta dapat mengganggu proses
pemerintahan presiden sehari-hari. Sementara
hubungan antara dampak limitasi kewenangan
Presiden dan penguatan sistem pemilu ialah
adanya pengurangan risiko penyalahgunaan

kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi,

memperkuat akuntabilitas, menjamin

transparansi, serta menjamin keseimbangan

kekuasaan.
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